BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Bendoroto

Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek

1. Bentuk Perjanjian

Bentuk kerjasama dalam penggarapan lahan sawah yang
ada di Desa Bendoroto dengan sistem maro yaitu benih,
pupuk, obat-obatan semuanya dari petani penggarap dengan
ketentuan bagi hasil yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama
dengan pemilik lahan. Karena mayoritas warganya berprofesi
sebagai petani. Namun ada pula warganya yang merantau
keluar kota. Selain itu, ada juga yang tidak memiliki lahan
sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka
menggarap lahan milik orang lain agar mendapat sebagian dari
hasil panen tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Adapun asas
yang digunakan oleh pihak pemilik dengan penggarap adalah
asas kebebasan berkontrak dengan menentukan bentuk
perjanjian maro secara lisan antara pemilik lahan dengan

penggarap, tanpa adanya hitam diatas putih.
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Selain maro ada juga kerjasama penggarapan sawah dengan
cara ngedok. Istilah ngedok sendiri sering digunakan oleh
masyarakat Desa Bendoroto untuk mengelola lahan sawah.
Perjanjian ngedokdiadakan secara lisan atau dengan cara
musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang
berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga
mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya
karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada
umumnya terjadi di Desa Bendoroto. Dalam praktik ngedok ini
pemilik lahan menyediakan benih, pupuk maupun obat-obatan
lainnya. Sedangkan penggarap harus mengelola lahan tersebut
sampai panen dan hasilnya nanti akan dibagi sesuai
kesepakatan bersama.

Namun ada beberapa hal yang terkadang membuat kecewa
pemilik lahan dalam akad kerjasama praktik ngedok sawah ini.
Seperti adanya ketidakjujuran dari penggarap lahan ketika
penggarap menanami tanaman lain selain yang diawal katakan.
bahwa dalam akad ngedok sawah ada beberapa praktik yang
bermasalah, seperti penggarap lahan yang hanya melaporkan
satu jenis tanaman kepada pemilik lahan. Dan sering terjadi
penggarap menanami pinggiran sawah dengan sayuran seperti

kangkung, kacang panjang ataupun tanaman lain yang nantinya
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bisa dijual dan dimanfaatkan penggarap lahan tanpa

sepengetahuan pemilik lahan.

Isi Perjanjian Kerjasama, Mekanisme, Sitem Bagi Hasil dan
Jangka Waktu

Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pemillik lahan
dengan penggarap terdapat dua perjanjian kerjasama dalam
penggarapan sawah yaitu dengan cara maro dan ngedok.
Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, para pihak pemilik dan
penggarap lahan sepakat, cakap dan memenuhi adanya objek
dalam melakukan kerjasama penggarapan sawah sesuai
perjanjian. Adapun jenis perjanjian yang digunakan adalah
perjanjian timbal balik yakni perjanjian yang membebani hak
dan kewajiban kedua belah pihak. Mengenai jenis tanaman
yang disepakati diawal hanya satu jenis saja yaitu tanaman
padi. Tetapi dalam praktiknya pihak penggarap menanami
lahan lebih dari satu jenis tanaman selain padi yang
mengakibatkan  wanprestasi dimana pihak  penggarap
melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana
yang diperjanjikan. Adapun mekanisme kerjasama ini adalah
pengelolaan lahan sawah meliputi kegiatan pengelolaan,

penanaman, dan pemanenan. Para petani desa yang telah
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menjadi penggarap lahan bertugas mengelola, menjaga, dan
merawat lahan sawah pertanian.

Mengenai sistem bagi hasil kerjasama penggarapan sawah
sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemilik dan penggarap
lahan, dimana kerjasama maro di Desa Bendoroto adalah
setengah- setengah dari hasil panen. Sedangkan bagi hasil
ngedok sepertiga dari hasil panen. Karena dalam kerjasama
dengan cara maro bibit, pupuk dan obat lainnya dari si
penggarap sedangkan dengan cara ngedok bibit, pupuk dan
obat lainnya dari pemilik lahan. Jangka waktu yang digunakan
oleh petani Desa Bendoroto sendiri yaitu sekali masa panen
saja, dan apabila ingin melanjutkan kerjasama lagi maka harus
ada kesepakatan antara pihak penggarap dengan pemilik lahan

sawah.

Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah Perspektif Hukum

Positif Di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten

Trenggalek

Bentuk Perjanjian
Bentuk perjanjian kerjasama penggarapan sawah antara
pihak pemilik dan penggarap lahan Desa Bendoroto adalah

menggunakan akad secara lisan. Bagi mereka itu sudah cukup
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dan menurut mereka apabila menggunakan cara tertulis dengan
dikasih materai akan terlalu rumit. Meskipun dalam hukum
positif memperbolehkan melakukan perjanjian secara lisan,
alangkah baiknya bila menggunakan dengan cara tertulis.

Sedangkan dalam pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa: “Akad dapat
dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau
perbuatan.”lngaksudnya apa yang diperjanjikan oleh para
pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian,
sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman
diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan
dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau
penerapan perjanjian masing- masing pihak yang mengadakan
perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian
haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang
telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang
ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam hukum positif
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini, maka
akad perjanjian kerjasama penggarapan sawah di Desa
Bendoroto tersebut hukumnya sah, karena membolehkan

perjanjian dalam bentuk lisan, adanya kata sepakat antara

139 pasal 25 ayat (2) KHES, hal. 23
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keduanya dan adanya objek perjanjian. Adapun jenis perjanjian
yang diterapkan dalam kerjasama penggarapan sawah tersebut
adalah perjanjian timbal balik dimana membebani hak dan
kewajiban antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam
menentukan jenis tanaman yang akan ditanam ada beberapa
hal yang terkadang membuat kecewa pemilik lahan dalam akad
kerjasama praktik kerjasama ngedok sawah ini. Seperti adanya
ketidakjujuran dari penggarap lahan ketika penggarap
menanami tanaman lain selain yang diawal katakan. bahwa
dalam akad ngedok sawah ada beberapa praktik yang
bermasalah, seperti penggarap lahan yang hanya melaporkan
satu jenis tanaman kepada pemilik lahan. Dan sering terjadi
penggarap menanami pinggiran sawah dengan sayuran seperti
kangkung, kacang panjang ataupun tanaman lain yang nantinya
bisa dijual dan dimanfaatkan penggarap lahan tanpa
sepengetahuan pemilik lahan. Hal ini mengakibatkan adanya
wanprestasi dalam praktik akad pelaksanaan yakni pihak
penggarap melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak

sebagaimana yang diperjanjikan.

Isi Perjanjian, Mekanisme Dan Sistem Bagi Hasil
Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pemillik lahan

dengan penggarap terdapat dua perjanjian kerjasama dalam
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penggarapan sawah yaitu dengan cara maro dan ngedok.
Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, para pihak pemilik dan
penggarap lahan sepakat, cakap dan memenuhi adanya objek
dalam melakukan kerjasama penggarapan sawah sesuai
perjanjian. Adapun jenis perjanjian yang digunakan adalah
perjanjian timbal balik yakni perjanjian yang membebani hak
dan kewajiban kedua belah pihak. Mengenai jenis tanaman
yang disepakati diawal hanya satu jenis saja yaitu tanaman
padi. Tetapi dalam praktiknya pihak penggarap menanami
lahan lebih dari satu jenis tanaman selain padi yang
mengakibatkan  wanprestasi dimana pihak  penggarap
melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana
yang diperjanjikan. Mengenai mekanisme perjanjian selama
penggarapan sawah pihak penggarap akan melakukan
pengelolaan, penanaman dan pemanenan.

Di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten
Trenggalek sendiri menggunakan sistem bagi hasil dengan
kerjasama maro dibagi setengah- setengah sedangkan ngedok
dibagi sepertiga dari hasil panen dimana layaknya suatu
perjanjian itu harus ada perjanjian terlebih dahulu secara
tertulis. Namun pada praktiknya masyarakat hanya membuat
perjanjian secara lisan saja dan tidak menghadirkan dua orang

saksi masing- masing dari pihak pemilik dan penggarap lahan.
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Jangka Waktu Perjanjian

Jika dilihat dari jangka waktu perjanjian maro dan ngedok
di Desa Bendoroto ini sendiri adalah setiap satu kali masa
panen, apabila ingin diteruskan setelah jangka waktu selesai,
maka penggarap sawah harus mendapatkan persetujuan dulu
dari pemilik lahan. Hal ini juga mempunyai alasan yang sama
yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal
yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu
karena mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup
lama, dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan
saudara.

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Desa Bendoroto
Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek tidak akan
terputus walaupun lahan pertanian sudah berpindah hak atas
milik tanah. Pelaksanaan bagi hasil ini akan tetap berjalan,
akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti
dengan pemilik yang baru. Apabila dalam hal penggarap
meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli wairisnya
dengan hak dan kewajiban yang sama pula.

Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian oleh
penggarap sebelum jangka waktunya berakhir dapat terjadi
dalam hal:

1) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan
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2) Atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap tidak
mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana
mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk
menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah
ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi

tanggung jawabnya.

Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah Perspektif Hukum
Figih Muamalah Di Desa Bendoroto Kecamatan Munjugan

Kabupaten Trenggalek

1. Bentuk Perjanjian.

Dalam kerjasama akad perjanjian merupakan hal yang
sangat penting dalam sebuah transaksi. Karena akad
merupakan ijab gabul antara satu pihak dengan pihak yang
lain, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak
sesuai dengan prinsip syariah. Setiap transaksi muamalah
terdapat akad, dan akad muzara’ah merupakan bagian dari
muamalah yang juga membutuhkan akad. Adapun transaksi
muzara’ah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa
Bendoroto yaitu salah satunya praktik ngedok sawah. Dan
untuk mengetahui apakah akad transaksi ngedok sawah

tersebut sah atau tidak, harus diketahui terlebih dahulu
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mengenai syarat dan rukun dalam akad muzara’ah yang harus
dipenuhi.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pelaksanaan
akad muzara’ah yang terjadi di Desa Bendoroto bertujuan
untuk saling membantu antara pemilik sawah dengan
penggarap sawah. Pemilik sawah tidak mampu untuk
mengelola sawahnya, sedangkan penggarap yang tidak
mempunyai sawah pertanian atau sawah mereka yang tidak
luas, bisa mengelola dengan menanami sawah milik orang lain
sesuai dengan kesepakatan. Oleh sebab itu, wajar apabila
antara pihak pemilik sawah bekerja sama dengan penggarap
sawah, dengan ketentuan bagi hasilnya mereka bagi sesuai
dengan kesepakatan bersama. Menurut mereka, akad seperti ini
termasuk akad kerjasama yang diperintahkan dalam Agama
Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, masyarakat Desa
Bendoroto melakukan akad perjanjian muzara’ah dengan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan adanya
unsur tolong menolong. Teori muzara’ah mempunyai rukun
dan syarat yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh kedua belah

pihak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.



135

Di dalam kerjasama penggarapan lahan ini menurut penulis
ada beberapa hal yang perlu dianalisa dari segi rukun dan
syarat akad muzara’ah diantaranya:

1) ‘aqidain (dua orang yang bertransaksi)

Bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi
ngedok sawah di Dusun Podang Desa Bendoroto.
Terdiri dari pemilik sawah dan penggarap sawah. Para
pihak yang terlibat dalam ngedok sawah di Dusun
Podang secara umum telah memenuhi persyaratan
untuk melakukan akad ngedok sawah. Dalam hal ini
pemilik sawah ataupun penggarap adalah orang yang
cakap artinya sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila
dan tidak bodoh), tidak dalam keadaan dipaksa (atas
kemauan sendiri) dan dilakukan dengan sukarela.
Kedua belah pihak yang melakukan akad harus berbuat
atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan tidak
boleh akad dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-
duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu
datang dari pihak-pihak yang berakad atau pihak yang
lain. Dengan demikian para pihak yang berakad dalam
akad maro dan ngedok sawah di Desa Bendoroto telah

memenuhi rukun dan persyaratan muzara’ah terkait
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subjeknya vyaitu pihak pemilik sawah dan pihak
penggarap sawah.
2) Ditinjau dari sighat (ijab dan qobul)

Dalam transaksi muzara’ah belum dikatakan sah
sebelum adanya perkataan ijab dan qobul dilakukan,
sebab ijab dan qobul menunjukkan kerelaan
(keridhoan). Pada dasarnya ijab dan qobul dilakukan
dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan, karena
adanya unsur yang menjadikan sebab penghalang
misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan qgobul
dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan
gobul. Dalam membuat perjanjian ngedok sawah
masyarakat Desa Bendoroto tidak begitu menganggap
penting masalah pencatatan dan persaksian. Mereka
merasa dengan kesepakatan dan kepercayaan antara
pihak yang bersangkutan sudah dianggap cukup. **°

Sighat merupakan suatu cara yang digunakan untuk
menyatakan ijab dan qobul dalam sebuah perjanjian.
Dalam menyatakannya tidak ada ketentuan khusus yang
mengatur, yang paling penting adalah maksud dari akad
tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang

berakad. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan,

140 Abdul Rahman Ghazaly DKk, Figh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2010), him. 115-116.
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tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan
jelas tentang adanya ijab dan qobul, dan dapat berupa
perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam
transaksi akad muzara’ah.

Dalam hukum Islam, akad benar-benar mempunyai
akibat hukum terhadap objek akad, diperlukan beberapa
syarat. Adapun syarat ijab dan gobul yaitu dilakukan
secara berkesinambungan, berkesesuaian, dan terbebas
dari penangguhan. Adapun akad ngedok sawah di Desa
Bendoroto dilakukan berhadap-hadapan antara pemilik
sawah dan penggarap sawah. ljab dan qobul yang
diucapkan dalam akad ngedok sawah di Desa
Bendoroto dilakukan dengan menggunakan lisan, di
mana tidak ada surat perjanjian atau bukti tertulis serta
tidak ada saksi yang menyaksikannya.

Menurut penulis ijab dan gobul dalam muzara’ah
wajib ada, hanya saja bentuknya tergantung dari
kebiasaan mereka masing-masing. Yang paling penting
adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan dari
kedua belah pihak tetap ada. Karena ijab dan gobul itu
diadakan untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap
perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang

bersangkutan dan akad yang dibuat harus
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mencerminkan keridhoan dari semua pihak yang
melakukan akad.

Dengan demikian dilihat dari segi sighat (ijab dan
gobul) yang dilakukan masyarakat Desa Bendoroto
secara lisan dalam akad ngedok sawah sudah memenuhi
rukun dan syarat muzara’ah terkait sighat atau ijab dan
gobul di mana dilakukan saling berkesinambungan
antara kedua belah pihak.

Ditinjau dari objek

Islam membolehkan kerjasama selama sesuai
dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan
syarat muzara’ah yaitu berkaitan dengan tanaman. Di
mana tanaman yang menjadi objek akad mukhabarah/
muzara’ah secara umum dijelaskan jenis dan
macamnya. Seperti transaksi ngedok sawah yang sudah
menjadi  kebiasaan masyarakat Desa Bendoroto,
sebagian masyarakat melakukan transaksi muzara’ah
dengan cara akad ngedok sawah secara musiman atau
sekali masa panen. Yang dimaksud transaksi ngedok
sawah disini adalah kerjasama penggarapan lahan untuk

ditanami padi.



2.

80

139

Isi Perjanjian, Mekanisme, Sistem Bagi Hasil

Ada beberapa syarat berkaitan dengan tanaman dalam akad

muzara’ah yaitu sebagai berikut:

a.

b.

Adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
Menurut adat di kalangan petani lahan itu bisa diolah dan
menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang
tandus kering sehingga tidak memungkinkan dijadikan
lahan pertanian maka akad muzara’ah tidak sah.

Batas-batas lahan harus jelas.

. Lahan itu diserahkan seluruhnya kepada petani untuk

diolah.

Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga,
setengah, dll.

Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang
yang akan melangsungkan akad. Tidak boleh
mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad

hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.**

Dalam praktiknya transaksi akad maro dan ngedok sawah

yang dilakukan masyarakat Desa Bendoroto adalah ketika

waktu akad tidak disebutkan tanaman apa saja yang boleh

ditanam. Misalkan pada akad mengatakan ngedok sawah padi,

kemudian di pinggiran sawah oleh penggarap sawah ditanami

141 Sohari Sahroni, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him.
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tanaman lain seperti kangkung, jagung, kacang panjang
ataupun cabe tanpa sepengetahuan pemilik sawah. Dari uraian
di atas dapat penulis simpulkan bahwa akad ngedok sawah di
Desa Bendoroto belum sesuai dengan figh muamalah terkait
dengan objek akad muzara’ah yaitu tidak ada penyebutan di
awal mengenai tanaman apa saja yang boleh dan tidak boleh
ditanam pada saat akad ngedok sawah. Hal ini juga
mengakibatkan adanya ketidakjujuran penggarap kepada
pemilik lahan akan kerjasama ngedok sawah yang mereka
sepakati sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu
pihak yaitu pemilik sawah.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan petani penggarap
dengan pemilik lahan sawah Desa Bendoroto telah dibuat
secara lisan. Sesuai dengan perjanjian kerjasama pengelolaan
sawah antara penggarap dengan pemilik lahan bahwa
perjanjian ini berisikan sebuah perjanjian dalam penggarapan,
pemanfaatan lahan dengan pengelolaan dan penjagaan
terhadap tanaman yang berada di lahan sawah tersebut.

Kerjasama dalam penggarapan sawah merupakan sebuah
perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Dimana pihak penggarap mempunyai kewajiban untuk
mengelola. Perjanjian ini juga dilengkapi dengan sistem bagi

hasil, namun mengenai sistem bagi hasil tidak dijelaskan
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secara terperinci bagaimana hukum bagi hasil itu. Namun
dijelaskan secara eksplisit tentang adanya bagi hasil, sehingga
kelihatan lebih luwes. Mengapa demikian, karena suatu daerah
dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena memang kultur
masyarakatnya yang berbeda.

Menurut istilah bahasa bagi hasil adalah transaksi
pengolahan tanah dengan upah sebagian hasil yang keluar dari
padanya. Yang dimaksudkan dengan bagi hasil di sini adalah
pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami
tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau
lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak (pemilik sawah dan petani penggarap
sawah).

Praktik pembagian hasil panen dari penggarapan lahan di
Desa Bendoroto  Kecamatan Munjungan  Kabupaten
Trenggalek didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dan
adanya kesepakatan antara pemilik sawah dengan petani
penggarap sawah dengan pertimbangan yang matang, salah
satunya yaitu dengan sistem bagi hasil ngedok sawah, adapun
pembagian hasil panennya jika ngedok dibagi sepertiga antara
pemilik sawah dengan penggarap sawah.

Selain itu sistem bagi hasil adalah suatu jenis perjanjian

dimana petani menerima tanah atau sawah kemudian pemilik
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tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil
produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan
dibalik perjanjian tidak semata-mata hanya berharap menerima
bagian atas tanahnya dan tenaga yang dikeluarkannya, maka
itulah bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang
paling baik. Akan tetapi jika di dalamnya mengandung unsur
ketidakadilan, penindasan dan eksploitasi, maka bentuk inilah
yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Menurut  penulis pembagian hasil panen antara pemilik
sawah dan petani penggarap sawah di Desa Bendoroto belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip figh muamalah dimana pada
praktiknya selain dari tanaman yang di awal disebutkan ada
beberapa tanaman lain yang ditanam oleh penggarap tanpa
sepengetahuan pemilik sawah. Hanya saja yang dibagi hanya
satu jenis tanaman saja, seperti padi saja. Sedangkan tanaman
yang berada di pinggiran sawah tidak ikut dibagi hasilnya dan
hanya dinikmati oleh penggarap saja.

Jika dilihat dari maksud dan tujuan kerjasama tersebut
merupakan suatu kegiatan tolong menolong yang biasa
dilakukan oleh setiap manusia guna memenuhi kebutuhan
hidup. Islam memerintahkan agar tolong menolong dalam hal
kebaikan, hal ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan

dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari
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kerusakan yang tidak dibenarkan. Kerjasama adalah suatu
bentuk yang disyari’atkan oleh Islam. Jadi pada dasarnya
sesuai dengan perjanjian kerjasama antara petani penggarap
dan pemilik sawah adalah sebuah hal yang dianjurkan dalam
Islam meski secara praktiknya ada beberapa hal yang belum

sesuai dengan isi perjanjian kerjasama.

Jangka waktu perjanjian

Perjanjian kerjasama ngedok yang dilakukan oleh
masyarakat di Desa Bendoroto dalam akadnya hanya
dilakukan satu kali masa panen dan jika ingin melanjutkan lagi
maka harus ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan
penggarap. Menurut jumhur ulama, syarat sahnya muzara’ah
yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal
perjanjian, sehingga muzara’ah sendiri tidak sah apabila tanpa
adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya.

Imam Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan
dengan masa ada 3 macam, yaitu :
a) Masa atau waktunya ditentukan
b) Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya

pengolahan tanah sampai selesai
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c) Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad
muzara’ah juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan
waktu dan masanya.

M. Najetullah Shiddigiey, dalam bukunya memberikan
ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha sebagai
berikut:

a) setiap pihak boleh membatalkan perjanjian kapan saja. Jika
jumlah pihak yang melakukan perjanjian tersebut lebih dari
dua, maka pihak yang masih tetap melanjutkan perjanjian
bisa meneruskan kesepakatan yang disetujuinya.

b) Perjanjian dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu

c) Perjanjian berakhir karena kematian salah seorang dari
pihak-pihak  tersebut. Kemudian perjanjian dapat
dilanjutkan oleh pihak yang masih ada apabila perjanjian
melibatkan lebih dari dua pihak.

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa akad muzara’ah tidak
ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa
berlakunya. Artinya setiap pihak dapat membatalkannya kapan
saja. Namun demikian, islam mengajarkan kepada umatnya
agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan
begitu umat manusia akan terhindar dari kadzaliman, sehingga

kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
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Dari keterangan di atas secara umum, meskipun
pelaksanaan akad perjanjian kerjasama ngedok di Desa
Bendoroto belum sesuai dengan konsep muzara’ah dan yang
ada dalam figih muamalah karena tidak terpenuhinya syarat
objek akad muzara’ah yaitu tidak ada penyebutan diawal
mengenai tanaman apa saja yang boleh dan tidak boleh
ditanam. Akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat
dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di
lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan
tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah
ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Syarat-syarat
suatu adat kebiasaan dapat dijadikan suatu landasan hukum
yaitu sebagai berikut:

a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal
sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin
berkenaan dengan maksiat.

b) Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-
ulang.

c) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur’an dan
Hadits.

d) Tidak mendatangkan kemudharatan.**

142 Totok Jumantoro, et al, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (jakarta : Sinar Grafika
Ofset, 2009), hml. 1-3.





